
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATUR.E$ GUBERITUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2013

TEIITANG

TATA CARA PENETAPAIT BESARIYYA IIYSEITIF DAN PENERIMA
PEMBAYARAIT TNSENTIF PEMUNGUTAN PA"IAK DAERAII
PROVIITSI ST'MATERA UTARA TAHUH AilGGARAIT 2(}13

DEITGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

Menimbang

,

:a.

GUBERNUR SUMATERA UTIRA,

bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perat,rran
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun t2O1O
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Inr,ir:ntif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan
Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daer:rah;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dar.,e:rah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, [.t:lah
ditetapkan target penerimaan pajak daerah Tt,ilrun
Anggaran 2Ol3;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetap kan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Peneta"pan
Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Inse,ntif
Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara TeLhun
Anggaran 2073;

b.

c.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Ter:1rang
Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh rlan
Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumerlera
Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun J.!}56
Nornor 64, Tambahan Lembaran Negara Reprr.blik
Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OA4 Tentrrng
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 125 Tambahan Lemb;irL:ran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagainrirna
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Und,rang-
undang Nomor L2 Tahun 2OO8 Tentang Peruberihan

, Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun i!:iOO4
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



3.

Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 59, Tamtxrhan
Lembaran Negara Republik Indonesia a438J;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 terntang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat: dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repnrblik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor L24, Tambahan Lemlbaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OA9 tentang "pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Reprurblik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Ten Lang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran N,elgara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 ter:irlang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggc,u.aan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepuLblik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lemtreran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT terrl:ang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeri:rrtah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DcLt:rah
KabupatenlKota" {Lembaran Negara Republik Indorrresia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nc4;ara
Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O TerrLtang
Tata Cara Pemberian dan Pernanfaatan Insentif P:rjak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Reprnblik
Indonesia Tahun 2OLA Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indom.,esia
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelcr,laan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah derrrgan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun llltlll
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dii,llam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedcrnnan
Pengelolaan keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Unrsan
Pemerintah Yang Menjadi Kewenangal Provinsi Sumeil.era
Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara TerLhun
2OO8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Pro'ir:insi
Sumatera Utara Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 Tentilng
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Pro',,r:insi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi SumaLtera
Utara Tahun 2AA8 Nomor 8, Tambahan Lembnran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

9.



t2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2Al2 Tembang
Anggaran d Pendapatan dan Belanja Daerah Pr<,rvinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 {Leml,:'iran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL2 Nomor ,1);

Peraturan Gebernur Nomor 1"9 Tahun 2O1O Ten'Lang
Uraian Tbgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Prclrdnsi
Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor 19 I ;

Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2010 Terrt:ang
Organisasi, Tbgas, Fungsi dan Uraian T\rgas Unit
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera tr,Jtara
Tahun 2O1O Nomor 2O);

Peratrrran Gubernur Nomor 44 Tahun 2O1O Terrl:ang
Organisasi, Tbgas, Fungsi dan Uraian T\rgas lllnit
Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Prol'insi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2O1O Nomor 44);

Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2Ql2 terrla.ng
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dercrah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2At2 {Erterita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol2 Nomor Ei2);

MEMUTUSI(AN:

TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN
PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN P/\..]AK
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGA.I?AN
2013

BAB T
K TENTUAN T'IIIUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urrusarr
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan IltI'RD
menurut az;as otonomi dan tugas pembantuan de:ngan
prinsip otonomi seluas*luasnya dalam sistem dan priinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagainr:rana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Reprrrblik
Indonesia Tahun 1945;

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;

13.

14.

15.

16.

Menetapkan



4.

5.

7.

8.

9.

12.

13.

10.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pro,rinsi
Sumatera Utara;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pro,rrinsi
sumatera Utara;

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertenLr: di
bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketenl"uan
peraturan perundang-undangan;

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Dinas
Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang tugas pokok
dan fungsinya adalah melaksanakan pemungutan pajak
daerah;

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi
Sumatera Utara;

Pihak lain adalah Kepolisian Daerah untuk pemungprtan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik llllma
Kendaraan Bermotor serta Produsen Bahan Eitakar
Kendaraan Bermotor untrrk pemufrgutan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor;

Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerirnaan
Pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatar:t dan
Belanja Daerah yang dijabarkan seca.ra triwulalrr-an
dalam Peraturan Gubernur;

11. PaJak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, acl:rlah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
seorang pribadi atau badan yang bersifat memeksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan diguniakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;

Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang mek:kat
pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan
anak, tunjangan jabatan struktural/fungsi,cnal,
dan/atau tunjangan beras;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai ,Cari

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pa:ak yang terutang sampai kegjirLtan
penagihan pajak kepada Wajib pdak pengawrasan
penyetoran;

Insentif Pemungutan Pdak yang selanjutnya disie,but

Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan
sebagai penghargaan atas kinerja tertentu drllam
melaksanakan pemungutan pajak daerah.

L4.



Pasal 2

Pemberian Insentif pemungutan P4jak dilaksan.erkan
berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas
disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan,
serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB TI
INSENTIF

Bagian Kesatu
Sumbor lasentif

Pasal 3

Untuk kegiatan pemungutan pajak daerah diberikan Inrsr:ntif
yang bersumber dari pendapatan pajak daerah.

Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 4

t1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasirerl 3,
ditetapkan sebesar 3o/o {tiga persen} dan reflciana
penerimaan Pajak daerah dalam tahun angfil€tran
berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah.

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayett (1)

ditetapkan metralui Anggaran Pendapatan dan Benranja
Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (,IIPA)
Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayaLt (21

diberikan sebesar 3% {tiga persen) dari renlc}ana
penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap
jenis pajak daerah.

Bagian Ketiga
Penerima Insentif

Pasal 5

Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemuLrrgut
pajak daerah

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, s{i}oara
proporsional diberikan kepada :

a. Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemr-lrtgut
pqjak sesrrai dengan tanggung jawab masing-masinr51;

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selbagai
penanggung jawab pengeTolaan keuanga n daerah;

{21

(3)

(1)

(21



{1)

(2)

(s)

t4)

Pasal 8

Alokasi besaran Insentif Pqjak Kendaraan Bermotor (lrKB)
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu
9O% (sembilan puluh persen) untuk Dinas Pendapirtan
dan 10% (sepuluh persen) untuk pihak lain y'aitu
Kepolisian Daerah;

Alokasi besaran Insentif Pajak Bahan F.akar Kendi,u'aan
Bermotor (PBBKB) yaitu 9oo/o (sembilan puluh pe:rsen)
untuk Dinas Pendapatan dan loo/o (sepuluh persen)
untuk pihak lain yaitu Produsen dan atau Penyedia
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lainnya;

Untuk Penyedia Bahan Bakar sebagiamana dimaik:sud
pada ay at (21 pemberian insentif paj aknya diperhitung;kan
dari realisasi pembayaran setoran Pajak Bahan E:iakar
Kendaraan Bermotor setiap bulannya dari Produsenr. dan
atau Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Alokasi besaran Insentif Pajak Air Permukaan (APU) ll"OO%
(seratus persen) untuk Dinas Pendapatan.

Pasal 9

(1) Alokasi besaran perkalian pembagian Insentif urLtuk
penerima Insentif ditetapkan sebagai berikut :

a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pena-rlggung
jawab pengelolaan keuangan daerah, masing-meuring
menerima I (delapan) kali gaji pokok dan tunjarngan
yang melekat ;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan
keuangan daerah, menerima 8 (delapan) kali gqii
pokok dan tunjangan yang melekat ;

c. Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan setr:rgai
instansi pelaksana pemungutan pajak daerah derrgan
rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, menerima 8 (delapan) kali gaji p,rrkok
dan tunjangan yang melekat ;

2. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Pe.ja.bat
Pelaksana Sekretaris, Pejabat Pelaksana Ke,pala
Bidang, Pejabat Pelaksana Kepala UPT, menerima
7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan tirang
melekat;

3. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Bendalhara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran masing-
masing menerima 6 (enam) kali gaji pokok rlan
tunjangan yang melekat ;



4. Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendarhara
Pengeluaran Pembantu, Pembantu BendaLhara
Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengelunran,
Pembantu PPK, Pengurus Barang, Koordir:rator
Samsat (Keliling, Gerai, Mall, Drive Thru), dan
Admin Komputer, Koordinator Jaringan IT,
Operator IT, masing-masing menerima 5 flima)
kali gaji pokok dan tunjangan ya.ng melekat ;

5. Petugas Samsat Keliling, Petugas Korektor Fajak,
masing-masing menerima 4 (empat) kali gaji pokok
dan tunjangan yang melekat;

6. Staf dan Tenaga Honorer Database masing-m*uring
menerima 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan
yang melekat ;

{2) Untuk pelaksanaan penetapan Alokasi besaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (U diber:tkan
kewenangan kepada Kepala Dinas dalam menetapkanr dan
sekaligus membuat Daftar Penerima dan pernbaya.ran
insentif pajak daerah dimaksud setiap bulannya.

BAB III
PENGAT{GGARAN, PELIIKSAIIAAN DAI{

PERTAfiGGUIIGJAWABAIY

Pasal 1O

(1) Kepala Dinas men5rusun penganggaran insentif
pemungutan pajak d.aerah yang dialokasikan mel[ilui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provlnsi
Sumatera Utara pada Dokumen Pelaksanaan Anggr*rata
(DPA) Dinas Pendapatan Daerah Provisi Sumatera Uta:ra;

(2) Insentif Pemungutan pajak daerah sebagainlirna
dimaksud pada ayat {1}, dikelompokkan ke dalam bellanja
tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis bena.nja
pegawai, objek belanja insentif pemungutan pqjak dae,rah.

Pasal 11

{1} Target kinerja Pemungutan Per*Jenis Pqjak Daerah,
ditetapkan sebagai berikut :

a. sampai dengan Triwulan I : l5o/o (lima belas
persen).

b. sampai dengan Triwulan II : 4Ao/o{empat puluh
persen).

c. sampai dengan Triwulan III : 75%(tu1uh puluh Iinra
persen).

d. sampai dengan Triwulan IV : 1OO% (seratus
persen).

12) Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapar l5o/o

(lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pilda
awal Triwulan II;



(3) Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari 15%
(lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada irwal
Triwulan II;

(41 Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai ,*Ao/o

(empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberiikan
untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan Trira'rilan
II;

{5) Apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari
4Aolo (empat puluh persen), Insentif untuk Triwulan II
belum dibayarkan pada awal Triwulan III ;

t6) Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari
75o/o (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diber:tkan
pada awal Triwulan IV ;

17) Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai',t5o/a
{tujuh puluh lima persen} atau lebih, Insentif diberikan
pada Triwulan IV ;

(8) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai n OOo/o

{seratus persen} atau lebih, Insentif diberikan un.tuk
triwulan yang belum dibayarkan.

(9) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang r:lari
lo}a/o {seratus persen} tetapi lebih dari 75% {tufuh
puluh lima persen), Insentif diberikan untuk Triwtrrlan
III dan Triwrrlan sebelumnya yang belum dibayarkan:;

(10) Penetapan Target Kinerja Pemungutan per-jenis p:dak
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan
dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tadrun
anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif
belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berken'eLan,
maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran
berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentraan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sersiuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB W
KETENTUAII PEITUTUP

Pasal 14

Pemberian Insentif untuk tahun ar.ggarar. 2013 dibayeukan
sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dffi.rsrah
Tahun Anggaran 2013 dan dilakukan sesuai de,rlgsr-l
ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Pera{.uran
Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2A12 tenrrang
Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima
Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Prcn,insi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2A13 terrlang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utard Nrepor
18 Tahun 2Al2 tentang Tata Cara Penetapan Beseu'nya
Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif PemungSrtan
Pqiak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran '2012
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paeal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tan,ggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalhkan
pengundangall Peraturan Gubernur ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Suma.lera
Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 Maret 2Ol3

Plt. GT BERNUR SUMATERA UTdtRA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal lt fnntql- aOry

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

4^
NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVTNSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR ".(



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN2Ol3
TANGGAL 6 MARET2Ol3

TARCET PEI{ERIMAAN PA'AN DAERAII PROVII|SI SUMATERA UTARA
SEBAGAI IITDII(AMR KIITER.'A TER"EI{TU DALAT PENETIPEN INSENTIF FA.'N( DASRAII

TAHUN AIIGGARAN 2013

No JEI{IS PETIERIIIAAN TARGET PEIIERIMAAN

TA" 2013

(Rp.)

TRIWULAI{ I TA. 2OI3 TRIWULAN II TA. 2OT3 IhIWULAN TII TA. 2OT3 TRTWULAN IV TA 2013 tulrtLAl{

REALTSASI tllllltlAl
(sld 3r Ha.€t 2013)

(1s%)
fnD.l

BESARAT{

IIISENTTF

(Re)

REALISAST MTT{IIIAI

(s/d 30 tuni 2013)

(40%)

{RD.)

IESARAI{

ITiISEi{TIF

(RF)

REALISASI MIi{IMAL

(srd 31 OkL 2013)

(7tq6)
ann I

BESARAI{

II{SENTTF

(RD.)

REALISASI T'I'{IMAL

(s/d 11 Dee, 20lt)
(100%)

fRD.l

IESIRAN

INSETTTIF

(Ro.)

REALISASI MINIMAL

T . tror3

(RF)

BESANAII

INSENTIF

TA" 2013

aRD.)

1

2

4

)ajak Kendaraan Bermotor

]ea Balik Nama lcndaraan Eermotor

bjak Bahan Bakar Kendaraan Eemotor

)ajak Ah Permukaan

1,340,999.154,058

2,133,207.111,865

762,s00,000,000

40,000,000,000

207,t49,873,t09

319,981,066,780

114,375,000.000

6,000,000,000

6,034,496,193

9,s99,432,003

3,431,250,000

180,000,000

536,399,561,623

853,282.844,746

30s,000,0d),000

16,000,000,000

10,057,493,655

rs,999,0s3,339

5,718,750,000

300,000,000

1,005,749,365,544

1,599,905,333,899

571,875,000,000

30,000,000,000

14,080,491,118

22,398,674,675

8,006,250,000

420,000,000

1,340,999,154,058

2,133,207,111,865

762,s00,000,000

40,000,000,000

10,057,493,655

15,999,053.339

s,718,750,000

300,000,000

1,340,999,r54,058

2,t33,207,t11,ffi5

762.500,000,000

40,000,000,000

4,229,974,67?

63,996,213,356

22l975/000,000

1,200,000,000

tutitLAH ........ 4,276,106,265.,923 641,505,93988E t9,24t1t8r197 1,710,68A50C369 32pit5,2195,994 9,2lJ7,s291699,M2 4/.r9O5,415,792 4,?,75,706,265,923 32,073,296,994 4,276rro6r265p23 l2&301,182978

PTt. GT'BERI{UR SI'UATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO ITUGROIIO


